BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Implementasi pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli

Waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir pada umumnya dilakukan

berdasarkan dokumen administrasi kependudukan yang diajukan oleh

masyarakat, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan surat
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kematian pewaris. Dalam praktiknya, pencantuman ahli waris lebih banyak

berfokus pada keluarga inti pewaris, yaitu istri atau suami serta anak-anak,
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karena pihak tersebut dianggap sebagai ahli waris utama dalam pengurusan
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administrasi seperti pengurusan asuransi, Taspen, maupun pengurusan harta
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peninggalan pewaris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan
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pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir cenderung
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. menyesuaikan dengan data kependudukan dan praktik administrasi yang

berkembang di masyarakat.

2. Dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam
Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) menunjukkan adanya perbedaan antara
praktik administrasi dengan ketentuan hukum kewarisan. Dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 174 ayat (1), ayah dan ibu termasuk golongan ahli waris

berdasarkan hubungan darah, sehingga memiliki hak kewarisan selama masih
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hidup. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang

memahami bahwa ahli waris hanya terdiri dari pasangan dan anak pewaris.
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Selain itu, aparat Kelurahan juga cenderung berpedoman pada data

D

administrasi dan keluarga inti yang tercantum dalam dokumen kependudukan
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yang diajukan oleh pemohon. Kondisi tersebut menyebabkan belum
terpenuhinya kepastian dan perlindungan hukum secara maksimal terhadap
seluruh pihak yang memiliki hak kewarisan, khususnya orang tua pewaris.
Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, pembagian warisan dalam
masyarakat pada umumnya tetap diselesaikan melalui musyawarah keluarga,
sehingga orang tua pewaris dalam beberapa kondisi tetap diberikan bagian
secara kekeluargaan meskipun tidak tercantum dalam SKW. Dengan
demikian, dampak yang muncul lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan
pemahaman masyarakat serta praktik administrasi dalam pencantuman ahli

waris.

B. Saran

1.

Bagi pihak kelurahan, diharapkan kepada Kelurahan Tembilahan Hilir agar
dalam proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) tidak hanya
berpedoman pada data administrasi kependudukan dan keluarga inti pewaris
semata, tetapi juga memperhatikan pihak-pihak lain yang secara hukum
memiliki hubungan kewarisan, seperti orang tua pewaris selama masih hidup.
Selain itu, Pihak Kelurahan diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dan
penjelasan yang lebih rinci kepada masyarakat mengenai pihak-pihak yang
termasuk ahli waris menurut ketentuan hukum kewarisan, sehingga
pencantuman ahli waris dalam SKW dapat dilakukan secara lebih lengkap

dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris.

Bagi masyarakat diharapkan kepada masyarakat agar lebih memahami
ketentuan hukum kewarisan, khususnya mengenai pihak-pihak yang memiliki

hak sebagai ahli waris menurut hubungan darah maupun hubungan
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perkawinan. Masyarakat juga diharapkan tidak hanya memahami SKW
sebagai dokumen administratif semata, tetapi juga sebagai dokumen yang
berkaitan dengan pencantuman pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan.

Selain itu, penyelesaian pembagian warisan secara musyawarah dan

kekeluargaan perlu tetap dipertahankan agar hubungan antaranggota keluarga

B o e =

e = R
a= BN elils- o o=
O a5 =
SAER® S 2 tetap terjaga serta hak masing-masing ahli waris dapat terpenuhi dengan baik.
B 2 & 5@ &
EEE o ¢ g
= 5% 55 g
oS g e =
S ES Rg ®
g8 N7
2558 §
o m@® E S~ E
-5 225 %
2 2 5 ~m =
S<=ggF>5 g
58 = 2 o

Sun

ISYUBS UBYRUINIP

uefad neje [eISISWOY UL

=

o0
iptpuad uep ‘uenipuad ‘Yrwapeye

ueuamiaq yeyrd neje sinuad mep siniae) urzi edue) [e1siawoy uenln) yniun rur udswnyop ueyIsnqrLisipuaur neje yeAueqradwau

guap ueyysqoqadry

uow edue) “yYrwopeye 11031sodal Ip TUT UIWNYOP URYISNQUISIPUSW UBP Ut

3
U2ap 1ensas Isyues ueyeuayip 117([1’,}1 E’.'ld!.'\ yey uele

“I2quIns ueyuwniueduaw ues

o

ueduap rensas ‘sinuad eido yey ueyyne
“e1sauopuy 1p e1diD) e[ N ue
‘8

LIISRIPU] WER[S] SB)ISIAATU[)

115



